[=-xuous .|

Balai
Sertifikasi

0|
N Elektronik

Bagian Hukum Setda Kab. Kudus

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN KETETAPAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI KUDUS,

bahwa dalam rangka memotivasi wajib pajak agar
melakukan pembayaran hutang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu memberikan
pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atas
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 5
Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, Kepala Daerah dapat
memberikan pengurangan atas ketetapan pajak terhutang
dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif
berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib
Pajak, kondisi tertentu Wajib Pajak atau sebab lain yang
luar biasa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pemberian Pengurangan Ketetapan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
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10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5268);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

(Y,



Menetapkan

11.

13,

13.

14,

1:9;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun
1990 tentang Hari Jadi Kudus;

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor
99);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 157);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN
KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2,

Daerah adalah Kabupaten Kudus.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
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(2)

Bupati adalah Bupati Kudus.

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset
Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD, adalah
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset
Daerah Kabupaten Kudus.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah
yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar
pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak,
atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB 1I
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini untuk
mengatur pemberian pengurangan ketetapan dan
penghapusan sanksi administratif PBB P2 kepada Wajib
Pajak di Daerah.

Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini adalah
untuk memotivasi masyarakat agar meningkatkan
partisipasi dalam  pembangunan Daerah melalui
pelunasan kewajiban membayar hutang PBB P2.

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah tata cara
pengurangan ketetapan PBB P2,
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BAB III
TATA CARA PENGURANGAN KETETAPAN PBB P2
Pasal 3

Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati/Kepala BPPKAD

dapat memberikan pengurangan atas ketetapan PBB-P2

terutang yang tercantum dalam SPPT PBB-P2, SKPD,

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD.

Permohonan pengurangan atas ketetapan PBB-P2

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan

secara perseorangan atau kolektif kepada:

a. Bupati untuk ketetapan di atas Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah); dan

b. Kepala BPPKAD untuk ketetapan sampai dengan
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 4

Pengurangan atas ketetapan PBB-P2 terutang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:

a.

karena kondisi tertentu objek pajak yang ada
hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena
sebab-sebab tertentu lainnya;

mengurangkan ketetapan pajak yang terutang
berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib
pajak; dan

. dalam hal objek pajak terkena bencana alam, bencana

nonalam atau sebab lain yang luar biasa.

Pasal 5

Permohonan pengurangan atas ketetapan PBB-P2 terutang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan
dengan memenuhi persyaratan antara lain:

a.

b.
G
d.

surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau
kuasa Wajib Pajak;

fotokopi kartu identitas wajib pajak dan/atau kuasanya;
fotokopi surat ketetapan yang dimintakan pengurangan;
tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun-tahun pajak
sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan
pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena
bencana alam, bencana nonalam atau sebab lain yang luar
biasa; dan

tidak sedang mengajukan keberatan atau mengajukan
keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT
PBB-P2, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB yang
digjukan permohonan pengurangannya; dan

dokumen pendukung lainnya
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Pasal 6
(1) Bupati/Kepala BPPKAD harus memberikan jawaban atas
permohonan pengurangan ketetapan PBB-P2
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam
jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
permohonan diterima.

(2) Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan terlampaui,
maka permohonan dianggap disetujui.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 gpril 2020

BUPATI KUDUS,

HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

A “k/
SAM’ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020NOMOR 17
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